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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
	
	

	
	
	

	Menimbang:
	
	

	a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat lebih lanjut dari Pasal 120 ayat (3) dan Pasal 127 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122/OJK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor ../OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …/OJK); dan
	
	

	b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat lebih lanjut dari Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (12), Pasal 11 ayat (8),  Pasal 13 ayat (9), dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun 2026 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor …/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro;
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Mengingat:
	
	

	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7180);
	
	

	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	

	3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
	
	

	4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122/OJK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor ../OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …/OJK);
	
	

	5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123/OJK);
	
	

	6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 61/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129/OJK);
	
	

	7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun 2026 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor …/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …/OJK);
	
	

	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	

	Menetapkan:
	
	

	PERATURAN  ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.
	
	

	
	
	

	Pasal 1 
	
	

	Ketentuan mengenai:
	
	

	Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi lembaga keuangan mikro, sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	

	Pasal 2 
	
	

	Kewajiban penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan kepada Otoritas Jasa Keuangan pertama kali dilakukan untuk posisi 31 Desember 2027 yang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2028.
	
	

	
	
	

	Pasal 3 
	
	

	Pengenaan sanksi atas pelanggaran terkait kewajiban penilaian tingkat kesehatan mulai berlaku untuk hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan:
	
	

	(1) periode 31 Desember 2028 bagi lembaga keuangan mikro skala usaha menengah; dan
	
	

	(2) periode 31 Desember 2030 bagi lembaga keuangan mikro skala usaha kecil.
	
	

	Pasal 4 
	
	

	Dengan berlakunya Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, maka:
	
	

	(1) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; dan
	
	

	(2) Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PADK.06/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya,
	
	

	dinyatakan tidak berlaku bagi lembaga keuangan mikro.
	
	

	
	
	

	Pasal 5 
	
	

	Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan mulai berlaku pada 31 Desember 2026.
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …… 2026		
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



AGUSMAN
	
	

	Lampiran 

	I. KETENTUAN UMUM
	
	

	Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
	
	

	1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
	
	

	2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
	
	

	3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
	
	

	4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito penyimpanan dana.
	
	

	5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
	
	

	6. Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi LKM yang dilakukan terhadap aspek permodalan dan solvabilitas, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen.
	
	

	7. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LKM.
	
	

	8. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
	
	

	9. Modal Disetor adalah:
a. modal disetor bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
	
	

	10. Direksi adalah organ LKM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LKM untuk kepentingan LKM, sesuai dengan maksud dan tujuan LKM serta mewakili LKM, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.
	
	

	11. Dewan Komisaris adalah organ LKM yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.
	
	

	12. Dewan Pengawas syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
	
	

	13. Pemengang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada LKM dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LKM dimaksud.
	
	

	14. Tata Kelola yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan oleh organ LKM untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai LKM bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
	
	

	15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi LKM berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi.
	
	

	16. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis LKM dan kepentingan ekonomis pribadi, keluarga, dan kelompok pemegang saham dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS, serta pegawai LKM.
	
	

	17. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
	
	

	18. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LKM.
	
	

	19. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LKM.
	
	

	20. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LKM.
	
	

	21. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan  untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LKM.
	
	

	22. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
	
	

	23. [bookmark: _Hlk240296325]Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat LKM tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LKM.
	
	

	24. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LKM.
	
	

	
	
	

	II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LKM
	
	

	1. Prinsip Umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan LKM sebagai berikut:
	
	

	a. berorientasi risiko;
	
	

	b. proporsionalitas;
	
	

	c. materialitas dan signifikansi; dan
	
	

	d. komprehensif dan terstruktur.
	
	

	2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
	
	

	a. penilaian Tingkat Kesehatan LKM didasarkan pada risiko LKM dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja LKM secara keseluruhan;
	
	

	b. penilaian Tingkat Kesehatan LKM dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan LKM pada saat ini dan masa yang akan datang. Dalam mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, LKM dapat menilai:
	
	

	1) faktor internal, antara lain:
	
	

	a) visi, misi, strategi, dan arah bisnis yang ingin dicapai LKM
	
	

	b) kultur dan karakteristik organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis;
	
	

	c) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, kompleksitas kegiatan usaha, infrastruktur, jaringan kantor, dan sistem informasi manajemen; dan 
	
	

	d) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan LKM dalam menyerap risiko; dan
	
	

	2) faktor eksternal, antara lain:
	
	

	a) kondisi makro ekonomi; 
	
	

	b) kondisi industri; 
	
	

	c) perkembangan teknologi; dan 
	
	

	d) tingkat persaingan usaha;
	
	

	c. LKM diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan LKM serta mengambil langkah langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
	
	

	3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
	
	

	a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan LKM dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha LKM; 
	
	

	b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan LKM dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan LKM; dan 
	
	

	c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada huruf b, LKM dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan LKM sehingga dapat mencerminkan kondisi LKM dengan lebih baik.
	
	

	4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
	
	

	a. LKM perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan LKM yaitu permodalan dan solvabilitas, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan 
	
	

	b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan/atau informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan LKM.
	
	

	5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
	
	

	a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama LKM; 
	
	

	b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan LKM; dan
	
	

	c. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan/atau tingkat permasalahan yang dihadapi oleh LKM
	
	

	
	
	

	III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LKM
	
	

	1. LKM wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
	
	

	2. Pengukuran Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
a. permodalan dan solvabilitas;
b. kualitas aset;
c. rentabilitas; 
d. likuiditas; dan
e. manajemen.
	
	

	3. Pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan pada tahap awal dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2.
	
	

	4. Hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pemeringkatan berdasarkan pedoman penetapan peringkat komponen.
	
	

	5. Penentuan peringkat faktor dilakukan dengan menghitung rata-rata atas penjumlahan peringkat komponen faktor sebagaimana pada angka 4.
	
	

	6. Berdasarkan peringkat faktor yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam angka 5, masing-masing peringkat faktor dikalikan dengan bobot faktor, sebagai berikut:
	
	

	a. faktor permodalan dan solvabilitas, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
	
	

	b. faktor kualitas aset, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
	
	

	c. faktor rentabilitas, dengan bobot 10% (sepuluh persen);
	
	

	d. faktor likuiditas, dengan bobot 20% (sepuluh persen); dan
	
	

	e. faktor manajemen, dengan bobot 15% (lima belas persen),
	
	

	untuk mendapatkan nilai faktor.
	
	

	7. Hasil penjumlahan dari nilai faktor sebagaimana dimaksud pada angka 6 disebut dengan nilai komposit.
	
	

	8. Penentuan nilai akhir peringkat faktor dan Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 7 dilakukan dengan cara pembulatan sebagai berikut:
	
	

	a. jika angka desimal lebih dari sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Contoh: rata-rata peringkat faktor 2,67, pembulatan peringkat faktor menjadi peringkat 3; atau
	
	

	b. jika angka desimal kurang dari 5, dibulatkan ke bawah.  Contoh: rata-rata peringkat faktor 2,35, pembulatan peringkat faktor menjadi peringkat 2.
	
	

	9. Penilaian Tingkat Kesehatan LKM ditetapkan 5 (lima) Peringkat Komposit dengan kategori sebagai berikut: 
a. Peringkat Komposit 1 (sangat sehat); 
b. Peringkat Komposit 2 (sehat); 
c. Peringkat Komposit 3 (cukup sehat); 
d. Peringkat Komposit 4 (kurang sehat); dan 
e. Peringkat Komposit 5 (tidak sehat),
dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi LKM yang lebih sehat.
	
	

	10. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan dilakukan berdasarkan definisi Peringkat Komposit sebagaimana tercantum dalam Format I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	11. Penilaian akhir Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 10 menggunakan format kertas kerja penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Format I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	

	IV. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN DAN SOLVABILITAS
	
	

	1. Penilaian terhadap faktor permodalan dan solvabilitas meliputi penilaian terhadap kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko serta kewajiban jangka panjang.
	
	

	2. Penilaian terhadap faktor permodalan dan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
	
	

	3. Penilaian terhadap faktor permodalan dan solvabilitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan:
	
	

	a. Rasio permodalan setiap saat paling rendah 8% (delapan persen); dan 
	
	

	b. Rasio solvabilitas paling rendah 110% (seratus sepuluh persen).
	
	

	4. Pemenuhan ketentuan rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan paling sedikit terhadap parameter atau indikator rasio modal yang disesuaikan dibandingkan aset yang disesuaikan (Equity to Asset Ratio/EAR);
	
	

	5. Pemenuhan ketentuan rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas. Khusus bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio solvabilitas dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas dan dana syirkah temporer.
	
	

	6. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur antara lain terhadap kecukupan modal LKM untuk mengantisipasi kerugian. 
	
	

	7. Faktor permodalan dan solvabilitas ditetapkan berdasarkan rata-rata peringkat parameter atau indikator permodalan dan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator sehingga menghasilkan peringkat faktor.
	
	

	8. LKM menetapkan peringkat faktor permodalan dan solvabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
a. peringkat 1;
b. peringkat 2;
c. peringkat 3;
d. peringkat 4; dan
e. peringkat 5,
dengan urutan peringkat faktor permodalan dan solvabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.
	
	

	9. LKM menilai faktor permodalan dan solvabilitas menggunakan parameter atau indikator pada Tabel II.A sebagaimana tercantum dalam Format II yan
	
	

	10. Penetapan peringkat faktor permodalan dan solvabilitas dilakukan sesuai dengan Tabel II.B sebagaimana tercantum dalam Format II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
	
	

	11. LKM menilai faktor permodalan dan solvabilitas menggunakan kertas kerja faktor permodalan dan solvabilitas sebagaimana tercantum dalam tabel II.C Format II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
	
	

	
	
	

	V. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN DAN SOLVABILITAS
	
	

	1. Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen:
	
	

	a. kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan
	
	

	b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. 
	
	

	2. Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
	
	

	3. Penilaian terhadap komponen kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan:
	
	

	a. Rasio piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing /NPF atau non performing loan/NPL) bruto; dan 
	
	

	b. Rasio NPF atau NPL Neto paling tinggi 5% (lima persen).
	
	

	4. Penilaian terhadap komponen konsentrasi eksposur risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan Rasio piutang pembiayaan/pinjaman per sektor ekonomi.
	
	

	5. Kriteria mengenai kualitas pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas:
a. lancar;
b. dalam perhatian khusus;
c. kurang lancar;
d. diragukan; dan
e. macet,
mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Lampiran III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
	
	

	6. LKM membentuk penyisihan penghapusan piutang pinjaman atau pembiayaan dengan memperhatikan nilai penjaminan kredit/asuransi kredit atau agunan (jika ada) yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 dan 108 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
	
	

	7. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur antara lain terhadap komponen penilaian kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
	
	

	8. Faktor kualitas aset ditetapkan berdasarkan rata-rata peringkat parameter atau indikator kualitas aset sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 7 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator sehingga menghasilkan peringkat faktor.
	
	

	9. LKM menetapkan peringkat faktor kualitas aset dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
a. peringkat 1;
b. peringkat 2;
c. peringkat 3;
d. peringkat 4; dan
e. peringkat 5,
dengan urutan peringkat faktor kualitas aset yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik. 
	
	

	10. LKM menilai faktor kualitas aset menggunakan parameter atau indikator pada Tabel III.A sebagaimana tercantum dalam Format III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	11. Penetapan peringkat faktor kualitas aset dilakukan sesuai dengan Tabel III.B sebagaimana tercantum dalam Format III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.   
	
	

	12. LKM menilai faktor kualitas piutang asset menggunakan kertas kerja sebagaimana tercantum dalam tabel III.C Format III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	

	VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS
	
	

	1. Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen:
	
	

	a. Kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba; dan
	
	

	b. Tingkat efisiensi operasional.  
	
	

	2. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
	
	

	3. Penilaian terhadap komponen kualitas aset produktif dalam menghasilkan laba sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan:
	
	

	a. Rasio return on asset (RoA); dan
	
	

	b. Rasio return on equity (RoE).
	
	

	4. Penilaian terhadap komponen tingkat efisiensi operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap parameter atau indikator pemenuhan ketentuan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
	
	

	5. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur antara lain terhadap parameter atau indikator penilaian manajemen rentabilitas yaitu kemampuan LKM dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola beban secara berkelanjutan.
	
	

	6. Faktor rentabilitas ditetapkan berdasarkan rata-rata peringkat parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator sehingga menghasilkan peringkat faktor
	
	

	7. LKM menetapkan peringkat faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 
a. peringkat 1;
b. peringkat 2;
c. peringkat 3;
d. peringkat 4; dan
e. peringkat 5,
dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.
	
	

	8. LKM menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator pada Tabel IV.A sebagaimana tercantum dalam Format IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	9. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan Tabel IV.B sebagaimana tercantum dalam Format IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	10. LKM menilai faktor rentabilitas menggunakan kertas kerja sebagaimana tercantum dalam tabel IV.C Format IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan in
	
	

	
	
	

	VII. PENILAIAN FAKTOR LIKUIDITAS
	
	

	1. Penilaian atas faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen: 
	
	

	a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (maturity mismatch); dan
	
	

	b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas. 
	
	

	2. Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
	
	

	3. Penilaian terhadap faktor likuiditas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit dilakukan terhadap parameter atau indikator:
	
	

	a. pemenuhan ketentuan rasio likuiditas jangka pendek paling rendah 4% (empat persen); dan
	
	

	b. kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang.
	
	

	4. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur antara lain terhadap kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas. 
	
	

	5. Faktor likuiditas ditetapkan berdasarkan rata-rata peringkat parameter atau indikator likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator sehingga menghasilkan peringkat faktor.
	
	

	6. LKM menetapkan peringkat faktor likuiditas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:   
a. peringkat 1;
b. peringkat 2;
c. peringkat 3;
d. peringkat 4; dan
e. peringkat 5,
dengan urutan peringkat faktor likuiditas yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.  
	
	

	7. LKM menilai faktor likuiditas menggunakan parameter atau indikator pada Tabel V.A sebagaimana tercantum dalam Format V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	8. Penetapan peringkat faktor likuiditas dilakukan sesuai dengan Tabel V.B sebagaimana tercantum dalam Format V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	9. LKM menilai faktor likuiditas menggunakan kertas kerja sebagaimana tercantum dalam tabel V.C Format V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	

	VIII. PENILAIAN FAKTOR MANAJEMEN
	
	

	1. Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
	
	

	a. kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain;
	
	

	b. penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko LKM; dan
	
	

	c. kepatuhan LKM terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, bagi LKM yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
	
	

	2. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
	
	

	3. Penilaian terhadap komponen faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf c dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui penilaian penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen LKM
	
	

	4. Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit diwujudkan dalam:
	
	

	a. pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham, dan rapat umum pemegang saham (RUPS);
	
	

	b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi dan dewan komisaris;
	
	

	c. penerapan manajemen risiko; 
	
	

	d. penerapan strategi antifraud; 
	
	

	e. penerapan fungsi audit internal; 
	
	

	f. penanganan benturan kepentingan; 
	
	

	g. penerapan kebijakan remunerasi; 
	
	

	h. keterbukaan informasi; 
	
	

	i. etika bisnis; 
	
	

	j. kebijakan pembiayaan; 
	
	

	k. rencana bisnis; 
	
	

	l. penerapan fungsi kepatuhan dan fungsi audit eksternal;
	
	

	m. penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
	
	

	n. kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
	
	

	5. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf c, dan angka 4 huruf c dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penilaian kewajiban LKM dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif.
	
	

	6. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling sedikit mencakup: 
	
	

	a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, DPS, dan pengelola; 
	
	

	b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; 
	
	

	c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 
	
	

	d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
	
	

	7. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling sedikit untuk LKM:
	
	

	a. dengan skala usaha besar harus diterapkan paling sedikit untuk: 
1. risiko kredit; 
2. risiko operasional; 
3. risiko likuiditas; 
4. risiko hukum; 
5. risiko kepatuhan; dan 
6. risiko reputasi; 

	
	

	b. dengan skala usaha menengah dan kecil harus diterapkan paling sedikit untuk: 
1. risiko kredit; 
2. risiko operasional; dan
3. risiko likuiditas.
	
	

	8. Faktor manajemen ditetapkan berdasarkan rata-rata peringkat parameter atau indikator penerapan tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko oleh LKM dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator sehingga menghasilkan peringkat faktor.
	
	

	9. LKM menetapkan peringkat faktor manajemen yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 
a. peringkat 1;
peringkat 2;
b. peringkat 3;
c. peringkat 4; dan
d. peringkat 5,
dengan urutan peringkat faktor manajemen yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik.  
	
	

	10. LKM menilai faktor manajemen menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel VI.A sebagaimana tercantum dalam Format VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	11. Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan sesuai dengan tabel VI.B sebagaimana tercantum dalam Format VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	12. LKM menilai faktor manajemen menggunakan kertas kerja sebagaimana tercantum dalam tabel VI.C Format VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.      
	
	

	13. Hasil Penilaian penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen LKM sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Tabel VI.C.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. Rincian perhitungan hasil penilaian penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen LKM mengacu pada format VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	14. Penilaian penerapan Manajemen Risiko oleh LKM sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Tabel VI.C.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.  Rincian perhitungan hasil penilaian penerapan Manajemen Risiko oleh manajemen LKM mengacu pada format VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	

	IX. PENILAIAN SENDIRI DAN PENGKINIAN PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN LKM
	
	

	1. LKM wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LKM.
	
	

	2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
	
	

	3. Penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup: 
	
	

	a. laporan profil risiko atas hasil penilaian sendiri tingkat risiko; dan
	
	

	b. laporan penerapan tata kelola yang baik yang paling sedikit memuat transparansi penerapan tata kelola yang baik, penilaian sendiri atas penerapan tata kelola LKM yang baik, dan rencana tindak.
	
	

	4. LKM juga wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan sewaktu-waktu dalam hal LKM:
	
	

	a. memenuhi kondisi tertentu, antara lain kondisi keuangan LKM memburuk, terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan LKM secara signifikan; atau
	
	

	b. berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	5. Pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LKM sebagaimana angka  4 dapat dilakukan di luar periode akhir bulan Desember.
	
	

	Contoh: 
LKM menghadapi permasalahan signifikan pada bulan September akibat kerugian fraud yang berdampak pada permodalan dan kinerja LKM secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi tersebut, LKM melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan pada posisi akhir bulan September dengan mempertimbangkan kondisi permasalahan yang terjadi.
	
	

	6. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan yang disampaikan LKM, dan/atau informasi lain dapat meminta LKM untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM sewaktu-waktu sebagaimana angka 4 huruf b dengan memberikan batas waktu penyampaian sesuai kondisi LKM serta urgensi kebutuhan pengawasan.
	
	

	7. Dalam hal hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM sewaktu-waktu disampaikan atas inisiatif LKM, penyampaian dilakukan setelah melalui komunikasi dengan pengawas Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dilaporkan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	8. LKM menyampaikan hasil penilaian sendiri dan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: 
	
	

	a. paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM posisi akhir bulan Desember; atau 
	
	

	b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM.
	
	

	
	
	

	X. RENCANA TINDAK DAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK TINGKAT KESEHATAN LKM
	
	

	1. Dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan LKM terdapat: 
	
	

	a. peringkat faktor penilaian Tingkat Kesehatan LKM yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
	
	

	b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LKM yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha LKM,
	
	

	LKM wajib menyampaikan rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	2. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan LKM sebagaimana angka 1 adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan LKM dan/atau hasil pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan  LKM yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau yang dilakukan oleh LKM.
	
	

	3. Penyampaian rencana tindak karena peringkat faktor penilaian Tingkat Kesehatan LKM dengan peringkat 4 atau peringkat 5 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a antara lain:
	
	

	a. peringkat faktor permodalan dan solvabilitas peringkat 4; 
	
	

	b. peringkat faktor kualitas aset peringkat 5;
	
	

	c. peringkat faktor rentabilitas peringkat 3;
	
	

	d. peringkat faktor likuiditas peringkat 3; dan
	
	

	e. peringkat faktor manajemen peringkat 3.
	
	

	4. Permasalahan signifikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b antara lain:
	
	

	a. keadaan kahar yang tidak dapat dihindari terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
	
	

	b. perubahan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
	
	

	5. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan komitmen LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh LKM untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. Contoh, dalam hal:
	
	

	a. rasio permodalan berada di bawah ketentuan atau mendekati batas minimum yang dipersyaratkan, LKM berkomitmen untuk memperkuat struktur permodalan melalui penambahan setoran modal tunai oleh pemegang saham;
	
	

	b. tingkat pinjaman/pembiayaan bermasalah (NPL/NPF) meningkat dan mendekati batas maksimum peringkat komposit sehat, LKM melakukan penagihan intensif terhadap debitur yang menunggak.
	
	

	c. penurunan laba akibat meningkatnya biaya operasional, LKM melakukan efisiensi biaya operasional melalui pengendalian biaya administrasi;
	
	

	d. aset lancar kurang mampu memenuhi kewajiban lancar, LKM akan menambah porsi aset lancar dalam bentuk kas dan simpanan pada bank; dan/atau
	
	

	e. kebijakan dan prosedur operasional belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru, LKM mengkinikan kebijakan dan prosedur operasional agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	
	

	6. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LKM untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
	
	

	7. LKM wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1:
	
	

	a. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan LKM oleh Otoritas Jasa Keuangan disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
	
	

	b. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri disampaikan paling lambat:
	
	

	1) tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro posisi akhir bulan Desember; atau
	
	

	2) 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM.
	
	

	8. LKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana angka 1 paling lambat:
	
	

	a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak; dan/atau
	
	

	b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu.
	
	

	9. Laporan pelaksanaan rencana tindak yang disampaikan oleh LKM sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling sedikit memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.
	
	

	10. Dalam hal kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8.
	
	

	11. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh LKM.
	
	

	
	
	

	XI. PELAPORAN
	
	

	1. LKM menyampaikan:
	
	

	a. hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM atau pengkiniannya sebagaimana dimaksud pada romawi IX angka 8; 
	
	

	b. rencana tindak sebagaimana dimaksud pada romawi X angka 7; dan
	
	

	c. laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam romawi X angka 8,
	
	

	kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	2. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM dan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM sebagaimana angka 1 huruf a wajib mendapat persetujuan Direksi.
	
	

	3. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM dan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM yang telah disetujui Direksi wajib disampaikan kepada: 
	
	

	a. Dewan Komisaris; atau 
	
	

	b. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bagi LKM yang menyelenggarakan seluruh atau Sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah,
	
	

	sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	4. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, dan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b: 
	
	

	a. jatuh pada hari Sabtu dan hari Minggu, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, dan rencana tindak disampaikan pada hari kerja berikutnya; atau
	
	

	b. jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, dan rencana tindak.
	
	

	5. Penyampaian hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga disampaikan melalui sistem pelaporan Pemerintah daerah kabupaten/kota apabila telah tersedia bagi LKM skala kecil.
	
	

	6. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga LKM tidak dapat menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada LKM terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui:
	
	

	a. sistem pelaporan data Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
	
	

	b. surat Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	7. [bookmark: _Hlk240237550]Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar pada LKM, sehingga LKM tidak dapat menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak, LKM menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.
	
	

	8. Gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 antara lain:
	
	

	a. gangguan teknis antara lain gangguan yang disebabkan permasalahan teknis yang mengakibatkan LKM tidak dapat menyampaikan laporan secara daring, antara lain kerusakan dan/atau gangguan pada pengkalan data (database) atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
	
	

	b. keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, serta bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional PVML, yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	9. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penundaan batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak.
	
	

	10. Pemberitahuan terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling sedikit memuat:
	
	

	a. rencana perbaikan serta jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan hasil penilaian sendiri , pengkinian penilaian sendiri, rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak atas Tingkat Kesehatan LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
	
	

	b. dokumen pendukung yang dapat membuktikan adanya gangguan teknis atau keadaan kahar pada LKM yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan
	
	

	11. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, LKM menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, dan/atau pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak dalam data elektronik melalui:
	
	

	a. surat elektronik pada layanan mailing room dengan alamat mailingroomwismul@ojk.go.id; atau
	
	

	b. surat kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan secara langsung atau melalui layanan jasa pengiriman.
	
	

	12. Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a dan b ditujukan kepada:
	
	

	a. bagi LKM yang berkantor pusat di wilayah Jakarta: 
	
	

	Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian, dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional
	
	

	Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
	
	

	Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.40, Jakarta 12710; dan/atau
	
	

	b. bagi LKM yang berkantor pusat di daerah:
	
	

	Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat LKM.
	
	

	13. Penyampaian pemberitahuan dan permohonan penundaan penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan secara luring dan ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a dan huruf b.
	
	

	14. LKM yang memperoleh penundaan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
	
	

	15. Penundaan batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak karena gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 14 hanya diberikan sampai dengan gangguan teknis atau keadaan kahar telah teratasi atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	16. Dalam hal sampai dengan batas waktu penundaan penyampaian laporan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana angka 14 gangguan teknis atau keadaan kahar tidak dapat teratasi oleh LKM, maka LKM kembali menyampaikan pemberitahuan dan permohonan penundaan penyampaian sebagaimana angka 11 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana angka 14.
	
	

	17. LKM dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak dengan ketentuan sebagai berikut: 
	
	

	a. untuk penyampaian secara daring melalui sistem pelaporan  atau layanan mailing room Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau surat elektronik bukti penerimaan laporan; atau
	
	

	b. untuk penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.     
	
	

	18. [bookmark: _Hlk240167894]Dalam hal terjadi kerusakan pada laporan yang disampaikan oleh LKM karena gangguan teknis atau gangguan lain pada sistem pelaporan atau layanan mailing room Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LKM untuk menyampaikan kembali laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak.
	
	

	19. LKM menyampaikan kembali laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LKM, pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LKM, rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
	
	

	
	
	

	FORMAT I 
	
	

	PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT DAN KERTAS KERJA
TINGKAT KESEHATAN LKM
	
	

	I.A Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Penilaian Tingkat Kesehatan LKM
	
	

	I.B Format Kertas Kerja Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro
	
	

	
	
	

	FORMAT II
	
	

	PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN DAN SOLVABILITAS 
TINGKAT KESEHATAN LKM
	
	

	II.A Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan dan Solvabilitas
	
	

	II.B Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan dan Solvabilitas
	
	

	II.C Kertas Kerja Peringkat Faktor Permodalan dan Solvabilitas
	
	

	
	
	

	FORMAT III
	
	

	PENILAIAN FAKTOR KUALITAS ASET TINGKAT KESEHATAN LKM
	
	

	III. A Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Kualitas Aset
	
	

	III. B Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Kualitas Aset
	
	

	III. C Kertas Kerja Peringkat Faktor Kualitas Aset
	
	

	
	
	

	FORMAT IV
	
	

	PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS TINGKAT KESEHATAN LKM
	
	

	IV.A Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas
	
	

	IV.B Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas
	
	

	IV.C Kertas Kerja Peringkat Faktor Rentabilitas
	
	

	
	
	

	FORMAT V
	
	

	PENILAIAN FAKTOR LIKUIDITAS TINGKAT KESEHATAN LKM
	
	

	V.A Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Likuiditas
	
	

	V.B Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Likuiditas
	
	

	V.C Kertas Kerja Peringkat Faktor Likuiditas
	
	

	
	
	

	FORMAT VI
	
	

	PENILAIAN FAKTOR MANAJEMEN TINGKAT KESEHATAN LKM
	
	

	VI.A Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Manajemen
	
	

	VI.B Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Manajemen
	
	

	VI.C Kertas Kerja Peringkat Faktor Manajemen
	
	

	VI.C.1 Kertas Kerja Penilaian Komponen Penerapan Tata Kelola yang Baik
	
	

	VI.C.2 Kertas Kerja Penilaian Komponen Penerapan Manajemen Risiko
	
	

	
	
	

	FORMAT VII
	
	

	PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN –
PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK BAGI LKM
	
	

	VII.A Parameter atau Indikator Penilaian Komponen Tata Kelola yang Baik bagi LKM
	
	

	VII.A.1 Total Pertanyaan Penilaian Komponen Tata Kelola yang Baik bagi LKM
	
	

	VII.A.2 Total Pertanyaan Penilaian Komponen Tata Kelola yang Baik bagi LKM yang Menjalankan Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah
	
	

	VII.B Kertas Kerja Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik Bagi LKM
	
	

	
	
	

	FORMAT VIII
	
	

	PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN –
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LKM
	
	

	VIII.1.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit
	
	

	VIII.1.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit
	
	

	VIII.1.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	
	
	

	VIII.1.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit
	
	

	VIII.1.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit
	
	

	VIII.1.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat KPMR untuk Risiko Kredit
	
	

	
	
	

	VIII.2.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasioanal
	
	

	VIII.2.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional
	
	

	VIII.2.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional	
	
	

	VIII.2.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Operasional
	
	

	VIII.2.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional
	
	

	VIII.1.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat KPMR untuk Risiko Operasional
	
	

	
	
	

	VIII.3.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas
	
	

	VIII.3.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas
	
	

	VIII.3.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas	
	
	

	VIII.3.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Likuiditas
	
	

	VIII.3.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas
	
	

	VIII.3.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat KPMR untuk Risiko Likuiditas
	
	

	
	
	

	VIII.4.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum
	
	

	VIII.4.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum
	
	

	VIII.4.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum	
	
	

	VIII.4.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Hukum
	
	

	VIII.4.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum
	
	

	VIII.4.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat KPMR untuk Risiko Hukum
	
	

	
	
	

	VIII.5.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan
	
	

	VIII.5.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan
	
	

	VIII.5.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan	
	
	

	VIII.5.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan
	
	

	VIII.5.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan
	
	

	VIII.5.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat KPMR untuk Risiko Kepatuhan
	
	

	
	
	

	VIII.6.A: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi
	
	

	VIII.6.B: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi
	
	

	VIII.6.C: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi	
	
	

	VIII.6.D: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Reputasi
	
	

	VIII.6.E: Kertas Kerja Penilaian Peringkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi
	
	

	VIII.6.F: Kertas Kerja Penilaian Peringkat KPMR untuk Risiko Reputasi
	
	

	
	
	



